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ABSTRAK 

Dalam penulisan Skripsi ini penulis sengaja memilih Judul Tata Cara 
Pendaftaran Mengenai Perwakafan Tanah Milik di Kota Semarang disebabkan 
karena masih banyak benda - benda yang diwakafkan tidak dilakukan 
pendaftaran, akibatnya banyak sekali benda wakaf yang tidak diketahui lagi 
keadaannya. Keadaan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan umat 
beragama khususnya yang beragama Islam. Tujuannya adalah untuk memperoleh 
bukti otentik apabila timbul persengketaan di kemudian hari mengenai Tanah 
Wakaf tersebut. 

Untuk memperoleh data dalam metode penulisan skripsi ini penulis 
mengadakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian antara lain : 
metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian dilakukan melalui 
penelitian kepustakaan dan lapangan, metode sampling ini disinggung terlebih 
dahulu apa yang dimaksud populasi dan sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan data primer dan data sekunder. Metode penyajian data yang 
dipergunakan adalah metode Deskriptif. Metode analisa data yang diperoleh, 
dikumpulkan dan dianalisa secara Deskriptif. 

Semua tanah yang diwakafkan harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan 
Kota Kabupaten setempat. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berkewajiban untuk 
mengajukan pennohonan pendaftaran ke Kantor Pertanahan setempat atas tanah 
yang sudah dibuatkan Akta Ikrar Wakafnya. Permohonan tersebut selambat 
lambatnya tiga bulan sejak dibuatnya akta wakaf tersebut. Terbadap tanah wakaf 
yang belum bersertifikat, dapat dilakukan bersama sama dengan permohonan 
pendaftaran haknya kepada Kantor Pertanahan menerima permohonan 
pendaftarannya· maka mengadakan pencatatan mengenai Perwakafan Tanah Milik 
yang berangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. Jika tanah wakaf belum 
didaftarkan di Kantor Pertanahan maka pencatatan dilakukan setelah tanah 
tersebut dibuat sertifikatnya. Dalam praktek pendaftaran tanah perwakafan tanah 
milik di Kota Semarang ini belum dapat terlakana seperti yang diharapkan oleh 
pemerintah. Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak para wakif atau nadzir 
yang tidak mendaftarkan Perwakafan Tanah Milik tersebut. Hal ini disebabkan 
karena faktor biaya, proses pengurusannya terlalu lama dan sudah tuanya usia 
tanah wakaf terse but, sehingga sukar menentukan siapa wakif dan ahli warisnya 
untuk diminta persetujuannya dalam Perwakafan Tanah Milik tersebut. Sehingga 
banyak para wakif hanya sampai pada tingkat kecamatan saja pengurusannya 
tidak diteruskan untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota atau Kabupaten 
setempat. 

Kata Kunci : Perwakafan Tanah Milik Kota Semarang 



BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia, 

karena kita ketahui pada saat ini sebagian besar penduduk Indonesia hidup 

dari pertanian. Disamping itu, tanah mempunyai arti penting dalam 

hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Lebih 

lebih pada masa pembangunan sekarang ini, tanah merupakan modal utama 

dalam menunjang berhasilnya pembangunan. 

Negara kita merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Agama Islam 

menganjurkan untuk melaksanakan ibadah, antara lain yaitu dengan 

melaksanakan wakaf. Pada umumnya wakaf terdiri dari berbagai benda, 

namun bagi mereka yang mampu biasanya mewakafkan benda miliknya 

berupa tanah, karena tanah bersifat kekal dan tidak akan habis dipakai 

kecuali dijual. Oleh karena itu masalah perwakafan tanah milik ini 

mendapatkan perhatian khusus, yaitu dengan diatumya dalam Undang 

undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 196 Peraturan Menteri Agama No. 1 

Tahun 1978, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 maupun peraturan 

pelaksanaannya. 
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Seperti kita ketahui, salah satu masalah dibidang keagamaan yang 

menyangkut pelaksanaan tugas - tugas keagrariaan adalah tentang 

perwakafan tanah milik. W akaf adalah suatu lembaga keagamaan yang 
I 

dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna mengembangkan 

kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam 

rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf ini, maka 

Undang undang Pokok Agraria UU No. 5 tahun 1960 telah mencantumkan 

adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana tersebut di dalam pasal 49 ayat 
. . 

3 yang menyatakan bahwa:' 

Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

Sebelum keluarnya Undang - undang pokok agraria serta Peraturan 

Pemerintah yang mengatur tentang wakaf, maka perwakafan belum diatur di 

dalam suatu peraturan perundang undangan, yang mengakibatkan mudah 

terjadi penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri. Terutama 

sekali disebabkan karena benda - benda wakaf yang tidak dilakukan 

pendaftaran terhadap benda wakaf tersebut, akibatnya banyak sekali benda 

wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Sering terjadi benda - benda 
i 

yang diwakafkan seolah - olah sudah menjadi milik ahli waris pengurus 

wakaf tersebut. 

' Harsono, Budi, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang - undang Pokok 
Agraria, Penerbit : Djambatan, ha! 350 
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I 

Kejadian - kejadian tersebut diatas menimbulkan keresahan di 
. 

kalangan umat beragama khususnya mereka yang beragama Islam. Di lain 

pihak banyak terdapat persengketaan persengketaan tanah yang 

disebabkan karena tidak jelasnya status tanahnya, sehingga apabila tidak 

segera diadakan pengaturan, maka tidak saja mengurangi kesadaran 

beragama dari mereka yang menganut Agama Islam, bahkan lebih jauh akan 

menghambat usaha - usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan 

bimbingan kewajiban ke arah beragama sesuai dengan ajaran Pancasila. 

Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum 

Islam sebenamya diharuskan adanya perwakafan secara tertulis, tidak cukup 

dengan lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik yang 

dapat dipergunakan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten atau 

Kota dan untuk keperluan menyelesaikan persengketaan yang kemungkinan 

akan timbul di kemudian hari mengenai tanah yang diwakafkan. Untuk 

keperluan tersebut seorang yang hendak mewakafkan tanah harus membawa 

bukti - bukti kepemilikan tanah ( sertifikat ) dan membawa surat - surat lain 

yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk mewakatkan tanah tersebut. 

Untuk keperluan tersebut diperlukan pejabat - pejabat yang khusus 

melaksanakan pembuatan aktanya. Demikian pula untuk bentuk dan isi ikrar 

wakaf perlu diseragamkan. Dalam Penjelasan Unum atas Peraturan 
- 

Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah disebutkan, 

bahwa yang diatur ialah hanya wakaf sosial ( untuk umum ) atas tanah milik 
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dan bendanya juga dibatasi hanya tanah milik saja. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari kekacauan yang muncul di kemudian hari. 

Dalam Undang - undang Pokok Agraria disebutkan, hanya hak milik 

saja yang mempunyai sifat penuh dan tidak terbatas, sedangkan hak - hak 

atas tanah lainnya hanya mempunyai jangka waktu terbatas. Berhubungan 

dengan masalah perwakafan tersebut bersifat untuk selama - lamanya, maka 

hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas tidak dapat diwakafkan. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 serta Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 maka telah terjadi pembaharuan di bidang perwakafan tanah 

dimana persoalan tentang perwakafan Tanah Milik ini telah diatur, 

diterbitkan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar benar memenuhi 

hakekat dan tujuan dari perwakafan sesuai ajaran Islam. Selanjutnya 

diharapkan agar segala persoalan tentang perwakafan tanah ditempatkan 

pada proporsi yang sebenamya. 

Di dalarn Pasal 19  Undang - undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 

disebutkan bahwa: 

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan 

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Sedangkan dalam pasa1 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 

1977 menyebutkan bahwa :3 

Harsono, Budi, 1999, Hukaum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang - Undang Pokok 
Agraria, Penerbit ; Djambatan, hal 341 
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W akaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari harta kekayaan berupa tanah milik dan 

melembagakan untuk selama - lamanya untuk kepentingan pribadinya atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 

Masalah perwakafan tanah sekalipun tidak disebutkan dengan jelas 

didalam pasal 19 Undang - undang Pokok Agraria UU No. 1960 tersebut 

dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun I 977 tentang 

perwakafan tanah milik dan Pasal 224 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 

1991 tentang, Kompilasi Hukum Islam, maka ada keharusan untuk 

mendaftarkan tanah wakaf. Karena mengingat sangat pentingnya 

pendaftaran tanah wakaf ini baik ditinjau dari segi administrasi maupun dari 

segi tertib hukum. 

Mengenai tata cara pendaftarannya diatur di dalam Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 
+. 

Mencermati masalah - masalah tersebut diatas. maka lembaga ini 

tidak Iagi hanya dipandang sebagai suatu lembaga keagamaan yang 

bersandar pada Hukum Islam semata. Akan tetapi sudah ditingkatkan 

kedudukannya sebagai suatu lembaga fonnal di dalam Hukum Agraria 

nasional. W akaf sebagai suatu ketentuan hukum yang berasl dari agama 

Islam dan segala sesuatunya telah ditentukan dalam agama Islam, akan 

tetapi juga hams memenuhi segala macam persyaratan fonnal yang 

ditentukan dalam berbagai peraturan tentang perwakafan tanah. 

' A] Alabit Adhizani. 1996, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek. Rajawali 
Press : Surabaya, hal 191 
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Pada waktu dahulu sebelum adanya peraturan yang mengatur 

mengenai perwakafan tanah milik, banyak terjadi persengketaan di bidang 

wakaf, karena pada waktu itu tanah wakaf tidak didaftarkan, bahkan ada 

juga yang hanya dilakukan secara lisan saja dan tidak mendapat akta ikrar 

wakaf. 

Karena banyaknya masalah yang timbul mengenai tanah wakaf 

sebelum adanya peraturan yang mengatur, maka dengan adanya Peraturan 

Pemerintah No. 28 Tahun 1977, lnpres No. 1 Tahun 1991 dan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sekarang ini masalah wakaf diharapkan 

terjadi tertib administrasinya. Semua tanah yang diwakafkan hams 

didaftarkan dan harus memiliki status hak milik supaya Iebih terjamin dan 

lebih kuat kekuatan hukumnya. 

Dengan adanya peraturan - peraturan ini diharapkan sengketa masalah 

tanah wakaf akan berkurang dan akan lebih tertib lagi. Hal ini akan lebih 

memberikan ketenangan pada wakif yang mewakafkan tanahnya. 

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul skripsi : Tata Cara Pendaftaran Mengenai Perwakafan 

Tanah Milik di Kota Semarang. 
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B. Identifikasi Masalah 

I  

Hal - hal yang dapat diwakafkan adalah bennacam-macam asalkan 

mempunyai sifat yang mendekati kekekalan, baik itu merupakan benda yang 

bergerak maupun barang - barang yang tidak bergerak. Wakaf dapat dibagi 

menjadi tiga golongan, yaitu : 

a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda 

b. Untuk kepentingan yang kaya dan sesudah itu baru untuk kepentingan 

yangmiskin 

c. Untuk kepentingan yang miskin semata - mata 

Mengingat permasalahan wakaf sangat luas, maka dalam penulisan 

skripsi ini penulis membatasi pennasalahan hanya pada perwakafan Tanah 

Milik saja. 

Dilihat dari pembagian golongan tersebut diatas pada golongan 

pertama, yaitu : untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin tanpa adanya 

perbedaan, wakaf golongan pertama ini dapat disamakan dengan perbuatan 

arnal atau untuk kepentingan umum, seperti sekolah atau rumah sakit yang 

dibuka untuk semua go1ongan. Atau dengan kata lain wakaf seperti di atas 

disebut wakaf umum atau wakaf sosial. 

Penulis memilih masalah wakaf umum atau wakaf sosial atau tanah ini 

karena sebagian besar dalam Undang - undang mengatur mengenai 

perwakafan tanah milik saja. 

Abdurohman, 1994, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakafdi 
Negara Kita. Citra Adi Bakti, Bandung, Hal 57. 

5) Usman Supannan, 1999, Hukum Perwakafan di Indonesia. Darul Ulum Press, hal 221. 
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Dalam praktek masalah Perwakafan Tanah Milik yang timbul 

biasanya dilakukan secara lisan tanpa adanya surat atau tanda bukti yang 

menyatakan tanah tersebut adalah tanah wakaf, akibatnya status tanah 

tersebut tidak diketahui secara jelas 

Di samping itu penulis hanya membatasi pelaksanaan penelitian di 

kota Semarang, karena banyaknya masalah mengenai perwakafan tanah 

yang ternyata tidak didaftarkan. Meskipun sebenamya masyarakat sudah 

mengetahui kewajibannya untuk mendaftarkan karena mereka enggan dan 

terbayang akan adanya bermacam - macam persyaratan yang harus 

dipenuhi. 

C. Perumusan Masalah 

Dalam perumusan masalah ini supaya lebih jelas mengenai apa yang 

menjadi pokok permasalahan di dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1 .  Bagaimana pelaksanaan pendaftaran perwakafan tanah milik di Kota 

Semarang 

2. Masalah - masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran 

perwakafan tanah milik di Kota Semarang 

D. Tujuan Penelitian 

Agar skripsi ini dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai satuan 

karya keilmuwan maka hams memperoleh data yang komplit dan 

senyatanya yang terdapat dalam masyarakat. 
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Karena itu dalam penyusunan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan 

yang dapat diperinci sebagai berikut : 

1 .  Untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Perwakafan tanah milik 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 / 1977 dan pendaftaran tanah 

wakaftersebut menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

2. Untuk mengetahui masalah - masalah apa yang timbul dalam 

pelaksanaan pendaftaran perwakafan tanah milik di kota Semarang. 

E. Sistematika Skripsi 

Dalam sistematika skripsi ini penulis akan menguraikan secara 

terperinci agar dapat diperoleh suatu gambaran yang lebih jelas dalam 

penulisan skripsi nanti. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut : 
.... 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang 1atar belakang 

masalah yang menjadi topik dari skripsi ini, serta menguraikan 

pembatasan masalah sehingga menjadi lebih jelas dan tidak terlalu 

luas. Untuk selanjutnya penulis mengetengahkan tentang 

pemmusan masalah menjadi beberapa kelompok dan sekaligus 

menguraikan tentang sistematika skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Dalam bah ini disajikan masalah macam - macam wakaf, 

pengertian wakaf, unsur - un sur  wakaf, syarat syarat wakaf, 

pengertian nadzir, PPAIW, dan juga menguraikan mengenai 

prosedur perwakafan supaya dapat diketahui dan dimengerti 
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bagaimana prosesnya mulai dari awal hingga selesai proses 

tersebut. Karena sebelum melangkah pada pokok pennasalahan 

dan terjun ke lapangan, maka sebaik - baiknya untuk mengetahui 

atau mempelajari materinya terlebih dahulu. 

Bab 1 1 1  Metode Penelitian 

Di dalam bab ini dibahas mengenai metodologi penelitian. 

Sebelum menguraikan metodologi penelitian dahulu akan 

diketengahkan mengenai tujuan penelitiannya. Adapun metode 

penelitian ini dibagi dalam enam sub bah yaitu : Metode 

Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Metode Sampling, Metode 

Pengumpulan Data, Metode Penyajian Data, dan Metode Analisa. 

Metode penelitian ditampilkan pada bab ini, karena sebelum 

penelitian secara langsung di Kota Semarang yang kemudian basil 

basil penelitian tersebut akan ditempatkan pada Bab IV 

Maka pada Bab III ini diuraikan lebih dahulu metode 

metode apa yang akan dipakai pada penelitian, untuk memperoleh 

basil kemudian disusun pada Bab IV karena dengan mempelajari 

metodologi Penelitian lebih dahulu akan mempennudah di dalam 

penelitian di lapangan. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini berisi tentang Peraturan Pemerintah No. 28 

Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 serta 

basil - basil penelitian di wilayah Kota Semarang. Bab ini adatah 

10  



memegang peranan penting karena didalamnya diuraikan 

mengenai isi dan topik skripsi ini. Dalam bah ini akan 

dikemukakan terlebih dahulu mengenai keadaan umum daerah 

kota Semarang. Kemudian mengenai pelaksanaan perwakafan 

Tanah Milik di kota Semarang dan berikut masalah masalah yang 

dihadapi dalam pelaksanaannya di masyarakat 

Pada bab ini penulis ingin mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pendaftaran tanah mengenai perwakafan Tanah Milik 

dan masalah - masalah yang timbul dalam pelaksaan pendaftaran 

wakaf di kota Semarang. Masalah masalah tersebut antara lain 

:kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dalam rangka 

pelaksanaan pendaftaran mengenai perwakafan Tanah Milik. 

Penulis juga akan menguraikan macam -- macam kesulitan yang 

dihadapi masyarakat. 

Bab V Penutup 

Bab ini diletakkan pada bab terakhir karena uraian tersebut 

dapat disimpulkan setelah kita mengerti isi dari keseluruhan 

skripsi nanti, disamping itu penulis mencoba sekedar memberikan 

saran yang mungkin akan bennanfaat dan berguna bagi kita 

semua. Untuk selanjutnya diuraikan juga ringkasan keseluruhan 

skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Istilah Wakaf, Wakif, Ilrar Wakaf, Nadzir, dan PPAIW dalam Instruksi 

Presiden No I Tahon 1991 Serta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 

1977. 

A.I. Wakaf 

Wakaf adalah Perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang 

atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaamnya 

yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama - lamanya 

untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai 

dengan ajaran agama Islam. 

A.2. Wakif 

Wakif adalah Orang atau orang - orang ataupun badan hukum 

yang mewakafkan tanah miliknya Karena wakaf adalah perbuatan 

hukum maka orang yang melakukan ( wakif ) hams dalam keadaan 

mampu dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan atas 

kesadaran dan kehendak sendiri, tanpa paksaan orang Iain. 

Dalam kitab Fiqih disebutkan bahwa syarat orang yang berwakaf 

ada empat perkara, yaitu: 

Abdurrahman, 1994, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di 
Negara Kita, Citra Adi Baldi, Hal 34. 
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a. Orang yang berwakaf itu harus merdeka dan pemilik penuh dari 

barang yang diwakafkan. Tidak sah wakafnya seorang budak sahaya 

dan tidak sah mewakatkan milik orang lain atau wakafuya seorang 
I 

pencuri atas barang curiannya. 

b. Orang yang berwakaf itu harus berakal sempurna. Tidak sah bila 

wakafyang diberikan oleh orang gila, dan tidak sah pula wakafyang 

oleh orang yang lemah akalnya disebabkan sakit atau karena terlalu 

lanjut usia, juga tidak sah wakafnya orang dungu karena akalnya 

dipandahg kurang. Syarat - syarat ini ditentukan karena setiap 

perilaku ekonomi tennasuk wakaf, itu memerlukan keharusan akal 

sehat dan dengan pertimbangan yang sehat pula. 

c. Orang yang berwakaf itu harus culup umur atau baliq. Karena 

cukup umur atau baliq itu lazim, oleh fuqoha, dipandang sebagai 

indikasi sempumanya akal seseorang. Oleh karena itu tidak sah 

wakaf yang diberikan anak kecil, apakah ia sudah mampu 

melakukan tamyiz maupun belum. 

d. Orang yang berwakaf itu harus berfikir jernih dan tenang tidak 

tertekan karena bodoh, bangkrut atau lalai, walaupun wakaf tersebut 

dilakukan melalui seorang wali. 
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A.3. IkrarWakaf 

Ikrar Wakaf adalah Kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah 

miliknya. : Perwakafan diawali dengan adanya ikrar wakaf dengan 

adanya ikrar wakaf dari orang yang akan berwakaf mengenai harta yang 

akan diwakafkan. Sedangkan menurut pasal 215  ayat 3 Kompilasi 

Hukum Islam, Ikrar adalah pemyataan kehendak dari wakif untuk 

mewakafkan benda miliknya. 

Dengan demikian, ikrar ini harus memuat pemyataan yang tegas 

dan jelas tentang keinginannya untuk mewakafkan hartanya dengan 

maksud tertentu. Ikrar tersebut hams dibuat dimuka Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf ( PP AIW ). 

Persoalan ini dipertegas pula dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah 

No. 28 Tahun 1977 yang isinya tidak jauh berbeda dengan pasal 218 

Kompilasi Hukum Islam. Menurut ketentuan tersebut : 

1 .  Pihak yang mewakafkan tanahnya hams mengikrarkan kehendaknya 

secara jelas dan tegas kepada Nadzir di depan PP AIW sebagaimana 

dimaksud pasal 9 ayat 2 yang kemudian menuangkannya dalam 

bentuk akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan sekurang - kurangnya 

dua orang saksi 

2. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud 

dalam ayat 1 dapat dilaksanakan setelah lebih dulu mendapat 

persetujuan Menteri Agama 
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Menurut Pasal 223 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 : 

1 .  Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf 

dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan 

ikrar wakaf. 

2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama 

3. pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akte ikrar wakaf 

dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang - kurangnya 

2 ( dua ) orang saksi 

4. Dalam 'melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) Pihak yang 

mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut 

dalam pasal 215 ayat (6) surat- surat sebagai berikut: 

a. Tanda bukti pemilikan harta benda 

b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka 

harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat 

oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak 

bergerak dimaksud. 

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari 

benda tidak bergerak yang bersangkutan. 

A.4. Nadzir 

Nadzir adalah Kelompok orang atau badan hokum yang diserahi 

tugas pemeliharaan dan mengurus benda - benda wakaf ( Pasal 1,e. 

Peraturan Menteri Agama No. I I 1978 ) 
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Dengan batasan Nadzir seperti ini, maka perorangan tidak dapat 

ditunjuk sebagai Nadzir. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya 

penyalahgunaan benda - benda wakaf oleh perseorangan dan guna 

memudahkan pengawasan serta menghilangkan benih -- benih 

perselisihan. 

Susunan Nadzir berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 / 1977, 

ini disahkan oleh Kepala KU A Kecamatan selaku PP AIW ( Pejabat 

Pembuat Aleta Ikrar Wakaf ). Orang yang ditunjuk sebagai anggota 

Nadzir harus memenuhi syarat menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah 

No. 28 / 1977:  

Untuk Nadzir Perorangan, yaitu : 

- Warga Negara Indonesia 

- Beragama islam 

- Dewasa 

- Sehat Jasmani dan Rohani 

- Tidak berada di bawah pengampunan 

- Berdomisili di Kecamatan letak tanah yang diwakafkan 

Untuk Nadzir Badan Hukum, yaitu : 

- Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 

- Punya perwakilan di Kecamatan letak tanah yang diwakafkan 

16  



Masa kerja Nadzir perorangan tidaklah mutlak seumur hidup. 

Seorang Nadzir berhenti dari jabatannya apabila : 

a. Meninggal dunia 

b. Mengundurkan diri 

c. Dibatalkan kedudukannya sebagai Nadzir oleh karena : 

Tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan 

Pemerintah No. 2 8 /  1977 

Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan 
\ 

jabatannya sebagai Nadzir 

Tidak dapat melakukan kewajiban lagi sebagai Nadzir 

Dalam melaksanakan tugasnya Nadzir mempunyai berbagai 

kewajiban, yaitu: 

1 .  Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, 

yang meliputi : 

a. Menyimpan lembar kedua salinan Aleta Ikrar Wakaf 

b. Memelihara tanah wakaf 

c. Memanfaatkan tanah wakaf dan berusaha meningkatkan 

hasi1 wakaf 

d. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi wakaf 

yang meliputi : 

- Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf 

- Buku catatan tentang pengelolaan dan basil tanah 

wakaf 
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